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KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA                 DI DAERAH PERMUKIMAN

I. LATAR BELAKANG

Salah satu upaya optimasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui beberapa cara yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan kebugaran jasmani setiap individu. Sejalan dengan hal tersebut maka penyediaan prasarana olah raga khususnya di daerah perkotaan  akan menjadi semakin  penting.  Hal tersebut didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa daerah perkotaan dengan luas lahan yang relatif terbatas tetapi penduduk relatif padat  dan terus berkembang perlu dilakukan suatu perhatian khusus. 

Sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dasar maka Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah memiliki perhatian  juga dalam mendukung pembangunan perkotaan sebagai salah satu engine of growth pengembangan wilayah melalui berbagai kebijakan penataan ruang dan pengembangan prasarana dan sarana wilayahnya, dimana ruang publik (public space) menjadi salah satu komponen penting  dalam pembangunan kota.

Membahas mengenai penyediaan prasarana olah raga yang merupakan ruang publik dari suatu kawasan/lingkungan perkotaan, kita tidak dapat lepas dari  manajemen ruang secara keseluruhan untuk penyediaan prasarana di daerah permukiman. Secara umum, ruang publik kota dapat dipahami sebagai bagian dari ruang kota yang dapat dimanfaatkan oleh warga kota secara tidak terkecuali (inclusive) untuk menyalurkan hasrat dasarnya sebagai mahluk sosial yang membutuhkan interaksi. Terlebih bagi masyarakat perkotaan, kebutuhan akan ruang publik terasa lebih mendesak dibanding wilayah perdesaan, terutama karena semakin menyempitnya ruang untuk beraktifitas masyarakat akibat pertumbuhan pemukiman dan berbagai peruntukan lainnya. Walaupun secara umum, ruang ini bisa diakses semua manusia, namun harus tetap mengikuti norma untuk tidak merugikan kepentingan umum di dalamnya
Salah satu fungsi utama ruang publik adalah sebagai tempat interaksi antar komunitas untuk berbagai tujuan, baik individu maupun kelompok. Dalam hal ini ruang publik merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat yang keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial. Disamping itu, ruang publik juga berfungsi memberikan nilai tambah bagi lingkungan, misalnya segi estetika kota, pengendalian pencemaran udara, pengendalian iklim mikro,  serta memberikan “image”  dari suatu kota.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas mengurusi 8 prasarana utama diantaranya adalah air bersih, air limbah, sanitasi, persampahan, drainase, persampahan dan lain- lain. Kebijakan dalam bidang tersebut hampir seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota kecuali yang strategis ( basic need).

II. ISSUES PENATAAN RUANG

Upaya penataan ruang untuk berbagai tingkatan telah dilakukan oleh Pemerintah baik dalam kaitan dengan wilayah maupun kawasan. Namun demikian beberapa issue penataan ruang yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan baik di pusat maupun di daerah  antara lain :

1. Kesenjangan dalam dan antar wilayah baik wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.

2. Masih banyaknya masalah penataan ruang lintas wilayah dan lintas sektor.

3. Pembangunan belum sepenuhnya mengacu pada penataan ruang.

4. Belum efektifnya pemanfaatan ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah  sebagai alat keterpaduan lintas wilayah dan lintas sektoral.

5. Belum efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang

6. Rendahnya peran masyarakat dan pelaku lainnya dalam penataan ruang

Untuk mengantisipasi issue tersebut Pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan penyediaan jaringan prasarana wilayah secara terpadu yaitu keterpaduan prasarana penunjang antara lain : transportasi, drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan lain–lain sangat esensial bagi pencapaian efisiensi pembangunan.  

III. PERATURAN TENTANG RUANG PUBLIK

Dalam  manajemen ruang publik beberapa peraturan yang mendasari antara   lain :

1. Undang-Undang No. 24/1992 tentang Penataan Ruang (pasal 5 mengenai kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang).

2. Peraturan Pemerintah No. 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (pasal 2 tentang Hak Masyarakat dalam Penataan Ruang). 

3. Peraturan Pemerintah No. 69/1996 (pasal 6 tentang Kewajiban Masyarakat).

4. Kepmenkimpraswil No. 327/2002 tentang Penetapan Pedoman Penataan : “Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan”.

5. Permendagri No. 14/1988 tentang Kawasan Hijau Perkotaan.

6. Permendagri No. 2/1987 tentang Pedoman Penysunan Rencana Kota.

IV. KONSEP PENATAAN RUANG PUBLIK

Prinsip-prinsip dalam manajemen ruang publik termasuk penyediaan prasarana olah raga adalah sebagai berikut :

1. Keterlibatan masyarakat, baik dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan ruang publik, dimana masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas ruang publik, namun juga sekaligus memiliki kewajiban untuk memeliharanya. Didalam Undang-Undang No.24/1992 tentang Penataan Ruang, pasal 5, disebutkan bahwa: (a) setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan (b) setiap orang berkewajiban  menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

Dengan keterlibatan masyarakat, terutama dalam pemeliharaan dan pengelolaan, maka jaminan keberlanjutan fungsi dari ruang publik tersebut akan dapat lebih besar. Dalam konteks ini, masyarakat seyogyanya dipandang sebagai elemen vital, yakni sebagai elemen yang paling memahami hal-hal yang menjadi kebutuhannya sehingga ruang publik tercipta sesuai dengan kebutuhan komunitasnya. Pada gilirannya hal ini akan mendorong tumbuhnya rasa memiliki pada ruang publik tersebut. 

2. Kemitraan dengan dunia usaha. Walapun pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin tersedianya ruang publik, namun demikian penyediaannya dapat diserahkan kepada dunia usaha. Dalam konteks ini pemerintah dapat bertindak sebagai “fasilitator dan regulator” melalui berbagai perangkat pengaturannya dan sekaligus sebagai pengawas yang menjamin penyediaan fasilitas ruang publik sesuai dengan kebutuhan warga kota. 

3. Penegakan hukum (law enforcement) tanpa pandang bulu agar pelanggaran pemanfaatan fasilitas umum tidak menjadi hal biasa sebagaimana dapat dijumpai di berbagai tempat di Jakarta. Instrumen yang dapat digunakan sebagai landasan penegakan hukum, disamping Rencana Tata Ruang Kota, adalah peraturan mintakat (zoning regulations) yang juga ditetapkan melalui Perda. Instrumen ini memungkinkan adanya peran yang kuat dari para ahli perencanaan kota, arsitektur-landskap, lingkungan, dan sosial-budaya, untuk bersama-sama duduk dalam Komisi Perencanaan Kota (Planning Commission) yang terus memantau penyelenggaraan pengaturan zoning, khususnya zoning yang ditetapkan sebagai ruang-ruang publik.  

4. Penerapan instrumen insentif-disinsentif melalui mekanisme DAU yang mana Pemerintah Pusat dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk secara pro-aktif mengembangkan dan mengelola ruang publik (termasuk prasarana dan sarana) dengan kondisi dan kualitas yang memenuhi aspek-aspek yang telah dikemukakan di atas. Instrumen ini pun diharapkan dapat mendorong  Pemerintah Daerah untuk menjamin adanya pemihakan yang tegas terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah agar dapat memiliki akses dan alternatif (choice) yang sama dengan kelompok lainnya. 

5. Terpadu, terkoordinasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Prinsip tersebut dimaksudkan agar tercipta suatu keterpaduan antar sektor dan antar wilayah dan tekoordinasinya program-program pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

6. Penataan ruang publik tidak hanya terbatas secara administratif namun juga termasuk pada kawasan (fungsional). 

7. Penataan ruang publik juga disesuaikan dengan perkembangan ekonomi wilayah tersebut.

8. Dukungan terhadap penyediaan NSPM yang terkait dengan ruang publik seperti pedoman lokasi dan penyediaan prasarana olah raga, pedoman pelibatan masyarakat dalam membangun prasarana olah raga/ ruang publik dan Usulan SNI  yang terkait dengan penyediaan prasarana olah raga.

V. ELEMEN-ELEMEN DALAM PENATAAN RUANG PUBLIK

Dalam  upaya untuk menjadikan suatu kota yang  tertata dengan baik,  bersih  dan berwawasan lingkungan memerlukan suatu penataan  ruang kota yang  sesuai dengan karakteristik dari kota itu sendiri.  Untuk menjadikan kota sesuai dengan yang diharapkan maka dalam setiap pusat permukiman kota dapat menyusun Rencana Tata Ruang Kota agar dalam pemanfaatan lahan untuk berbagai kebutuhan dapat diatur dalam rencana tata ruang kota. Sebagai salah satu contoh dalam Rencana Tata Ruang Kota juga memuat tentang pemanfaatan ruang untuk Taman Hijau Kota/jalur hijau yang secara jelas diatur dalam Peraturan Daerah dari masing–masing Pemerintah Daerah Kota.

Secara umum dapat disampaikan dalam paper ini bahwa dalam memanfaatkan ruang di daerah permukiman tetap harus memperhatikan dasar-dasar mengenai manajemen ruang publik agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi konflik antar pelaku pembangunan, antar masyarakat maupun dengan swasta.   

Berdasarkan pada pemahaman tentang ruang publik dan fungsinya, kami memandang beberapa aspek dasar yang seyogyanya dapat dipenuhi oleh suatu ruang publik.adalah :

1. Aksesibel tanpa terkecuali (accessible for all) dimaksudkan bahwa ruang publik termasuk  ruang untuk  olah raga seyogyanya dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga kota yang membutuhkan dan mudah dijangkau. Dengan demikian, beberapa fenomena seperti penguasaan (private ownership) seperti pemanfaatan ruang terbuka hijau atau lapangan olah raga untuk kegiatan sektor informal yang dapat menghalangi warga kota untuk memanfaatkan ruang tersebut  sebagai tempat berolah raga yang merupakan kebutuhan manusia untuk kesehatan jasmani. 

2. Universalitas dimaksudkan bahwa penyediaan ruang publik seyogyanya dapat mempertimbangkan berbagai kelas dan status kebutuhan masyarakat yang mencerminkan pemenuhan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat baik kelas atas sampai bawah, dari yang normal sampai  yang menyandang cacat, dari anak-anak sampai dewasa dan orang tua  serta dari pria atau wanita. Lebih jauh, ruang publik merupakan sarana kekuatan relasi sosial masyarakat yang karakternya dapat dilihat seperti mengizinkan berbagai kumpulan/grup penduduk berada di dalamnya, serta menghargai kelas-kelas masyarakat, perbedaan etnis, gender, dan perbedaan umur. Walaupun secara umum, ruang ini bisa diakses semua manusia, namun harus tetap mengikuti norma untuk tidak merugikan kepentingan umum di dalamnya.

Walaupun terlihat adanya fenomena menjamurnya pembangunan “pola kontainer” (container development) yaitu bangunan yang mampu menampung berbagai aktivitas sosial ekonomi secara sekaligus melalui misalnya Senayan Plaza, Taman Ria Senayan, convention hall di Senayan menggantikan open space yang ada yang sebetulnya dapat dimanfaatkan untuk prasarana olah raga , cenderung hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas dibandingkan dengan kelompok menengah bawah.

3. Keberlanjutan fungsi (functionability) dimaksudkan bahwa ruang            publik untuk berbagai kegiatan termasuk untuk olah raga seyogyanya dapat dijamin terus berfungsi sebagaimana yang diharapkan, tidak hanya secara fisik namun yang jauh lebih penting adalah aspek fungsinya itu sendiri. Banyak fenomena di Jakarta dimana ruang publik dalam wujud taman kota  misalnya secara fisik tersedia, namun masyarakat tidak dapat memanfaatkannya dengan baik dan leluasa, baik itu karena alasan keamanan (safety reason) maupun kenyamanan, misalnya karena menjadi tempat berkumpulnya para pelaku kriminal dan prostitusi. 

4. Kesesuaian fungsi dimaksudkan bahwa ruang publik harus dijamin dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa wujud ruang publik dapat berbentuk shopping mall, ruang terbuka hijau/taman, fasilitas umum/sosial, pedestrian, dan lain sebagainya. Namun demikian, dapat kita lihat secara kasat mata, terutama setelah krisis ekonomi banyak ruang publik tersebut telah beralih fungsi. Sebagai contoh, pedestrian dimanfaatkan untuk pedagang kaki lima, badan jalan dimanfaatkan untuk tempat parkir, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat muncul kebijakan pengelola Gelora Senayan untuk menutup akses publik sementara waktu dalam upaya mengembalikan fungsi kawasan tersebut karena sempat dijejaki/dipenuhi oleh kegiatan pedagang kaki lima.

5. Dapat dioptimalkan sebagai bagian dari income/generate perkotaan. Dengan mengoptimalkan ruang publik untuk berbagai kegiatan, diharapkan dapat medorong aktivitas kegiatan ekonomi yang merupakan sumbangan pendapat bagi daerah atau kawasan yang secara langsung akan meningkatkan perkembangan perkotaan.

VI. KENDALA IMPLEMENTASI

Dalam penataan ruang publik terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya pemahaman masyarakat atas manfaat penataan ruang sehingga partisipasinya kurang optimal yang disebabkan karena masih kurangnya informasi tentang penataan ruang yang diterima oleh masyarakat dan belum adanya persamaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah akibat tidak   terakomodasikannya aspirasi masyarakat akan kebutuhan ruang publik.

2. Penegakan hukum yang belum optimal terhadap pelanggaran penataan ruang (lokasi dan pemanfaatan ruang publik), terutama dalam aspek pemanfaatan dan pengendalian.

3. Kelembagaan yang terkait dengan penataan ruang dari pusat hingga masyarakat tingkat akar rumput (grass root) belum sepenuhnya tertata dengan baik.

4. Terbatasnya sumberdaya manusia dan rendahnya komitmen stakeholder dalam penataan ruang publik menimbulkan kurang termanfaatkan dan terkelolanya ruang-ruang publik dengan baik.

VII. USULAN SOLUSINYA

Beberapa usulan solusi yang diharapkan dapat mengatasi kendala dalam implementasi penataan ruang publik  dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman pada masyarakat akan penataan ruang khususnya untuk penataan ruang publik dilakukan antara lain melalui peningkatan kampanye publik dan pelayanan publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (public awarrness).

2. Agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran tentang pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka perlu dilakukan gerakan penegakan hukum tanpa pandang bulu (law enforcement).
3. Perlunya penataan kelembagaan (TKPRD hingga mencapai kelompok masyarakat (grass root)) sehingga kepedulian terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang meningkat.

4. Perlunya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan ruang publik  guna mendorong partisipasi seluruh stakeholder.

5. Perlunya NSPM misalnya pedoman pemanfaatan dan pengelolaan ruang publik untuk prasarana olah raga, pedoman kemitraan antar stakeholder dalam penyediaan ruang publik (prasarana olah raga). 

VIII. HAK DAN KEWAJIBAN ATAS RUANG (PP 69/1996 tentang Peran Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang)

Menurut pasal 2 dari PP tersebut diatas, disebutkan bahwa hak masyarakat dalam penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. Berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pamanfaatan ruang.

2. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, dan rencana rinci ruang kawasan.

3. Menikmati manfaat ruang dan pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.

4. Memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.

Dan menurut pasal 6 dari PP 69/1996, disebutkan bahwa kewajiban masyarakat dalam penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. Berperanserta dalam memelihara kualitas ruang.

2. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

IX. PENUTUP

Dalam rangka untuk memberikan masukan dalam Pembangunan Taman Rekreasi dan Kebugaran Jasmani maka beberapa hal yang perlu diperhatikan ditinjau aspek tata ruang adalah sebagai berikut :

1. Lokasi atau tempat Taman Rekreasi dan Kebugaran Jasmani tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang.

2. Perlu dilakukan studi kelayakan untuk pembangunan tersebut berikut Amdal-nya.

3. Pelibatan Masyarakat dalam proses pembangunan taman tersebut seyogyanya dimulai sejak awal perencanaan.

4. Pemerintah sebaiknya sebagai fsilitator dalam pembangunan taman tersebut agar memberikan peluang kepada masyarakat dan swasta sebagai pelaksana termasuk dalam pembiayaan.

5. Dengan adanya UU No.22/1999 tentag Pemerintahan Daerah maka seluruh proses perencanaan, perizinan dan pengendalian seyogyanya tetap diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

6. Perlu dijajagi kemungkinan kerjasama dengan investor agar pembangunan Taman Rekreasi dan Kebugaran Jasmani dapat sebagi asset dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah masing–masing.

7. Lembaga termasuk Pemerintah, LSM, Swasta mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pengelolaan Taman Kebugaran Jasmani dan Rekreasi

8. Perlu dipertimbangkan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dalam pembiayaan pembangunan.   

9. Penyusunan NSPM yang terkait dengan penataan ruang publik perlu segera disiapkan.   
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